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BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Kemasyarakatan Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik di Lingkup Kementan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RepublikIndonesia nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan
Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Lingkup Kementan;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor:192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang
Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan
Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang
kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup
unit pelaksanaan teknis Kementerian Pertanian.



B. Latar Belakang
Pengaduan masyarakat yang selanjutnya disebut DUMAS adalah bentuk

penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada aparatur
pemerintah terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan atau
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Masyarakat memiliki hak untuk
menyampaikan keluhan, saran atau kritik kepada aparatur pemerintah, dalam hal
ini kepada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
(BBPSI Mektan). Setiap keluhan, masukan, kritik dan saran perlu diberikan
jawaban atau keterangan serta tanggapan secara baik dan benar. Hal ini
bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat sekaligus sebagai
bahan perbaikan atas kinerja BBPSI Mektan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik menyatakan bahwa
pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan
pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil.

Pengelolaan pengaduan masyarakat selanjutnya dituangkan dalam
Permentan nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan telah
diperbaharuhi dengan terbitnya Permentan nomor 07 Tahun 2022 tentang
Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Lingkup Kementan. Dalam Permentan ini mengamanatkan agar UPT
selaku Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP harus ikut
melaksanakan mekanisme pengaduan masyarakat.

Tanggap terhadap pengaduan masyarakat oleh aparatur pemerintah kepada
masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayanan
masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum
(public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi
masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik
sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Perkembangan dan perubahan globalisasi yang mempengaruhi seluruh
aspek kehidupan seperti di sektor ekonomi, investasi barang dan jasa,
menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya terhadap masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
menyatakan pelaporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan
terintegrasi dan diumumkan kepada masyarakat sekali dalam setahun.

C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud disusunnya Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di
BBPSI Mektan adalah untuk mengetahui pengaduan masyarakat terhadap
kinerja dan pelayanan BBPSI Mektan.



2. Tujuan

Laporan Pengaduan Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 Untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di BBPSI Mektan

dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas).
 Sebagai wahana aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan

sekaligus pengaduan terhadap palayanan yang telah diberikan, untuk
dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan
dan perbaikan pelayanan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terdiri dari Dasar Hukum, Latar Belakang, Maksud
dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perkembangan Pengelolaan pengaduan yang di
terima oleh BBPSI Mektan, serta Penutup.



BAB II PERKEMBANGAN PENGELOLAAN

A. Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat Semester 1 Tahun 2024

Pada Semester 1 tahun 2024 (bulan Januari - Juni 2024) telah diterima 2
(dua) pengaduan masyarakat dan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan
perundangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No Bulan Jumlah
Pengaduan

Media
Pengaduan

Jenis
layanan

Keterangan

1 Januari 2 Surat Pengujian
Alsintan

Sudah
ditindaklanjuti

2 Februari - - - NIHIL
3 Maret - - - NIHIL
4 April - - - NIHIL
5 Mei - - - NIHIL
6 Juni - - - NIHIL

Jumlah 2

Rekapitulasi layanan keluhan/ pengaduan masyarakat lingkup BBPSI
Mektan bulan Januari - Juni 2024 sebagai berikut:



B. Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Semester 2, Tahun 2023

Pengelolaan dumas semester 2 tahun 2023 terdapat 3 pengaduan
masyarakat melalui media surat. Pengaduan masyarakat tersebut telah selesai
ditindaklanjuti. Hasil evaluasi disampaikan sebagai berikut:

a) Layanan dumas yang masuk dan dilaporkan kepada Tim UPP Dumas
BBPSI Mektan pada semester 1 tahun 2023 hanya dari layanan pengujian
alsintan

b) Layanan Dumas telah ditanggapi dan ditindaklanjuti tepat waktu sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

c) Salah satu jenis pengaduan yang masuk ada yang terkait permohonan
perubahan hasil test report. Keluhan ini masih sering ditemui setiap
tahunnya. Untuk mengatasi keluhan ini, perlu adanya peningkatan
kapasitas petugas layanan. Apabila Anggaran tidak tersedia bisa
menggunakan sistem TOT dengan narasumber/ instruktur yang
berpengalaman dari intern BBPSI Mektan sendiri.

C. Evaluasi Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Semester 2,
Tahun 2023

Hasil Evaluasi pengelolaan dumas Semester 2 tahun 2023, telah
ditindaklanjuti, meliputi beberapa hal sebagai berikut:
a) Laporan pengelolaan dumas telah dilakukan tepat waktu
b) Pada awal tahun 2024 telah dilakukan bimtek TOT terkait permahaman cara

pengujian alsintan, dengan diikuti oleh petugas layanan pengujian lingkup
BBPSI Mektan. Hasil pelaksanaan kegiatan seperti pada (Lampiran 1).

Untuk pengaduan yang masuk pada Semester 1 Tahun 2024, akan dilakukan
evaluasi dan evaluasi tindak lanjut pada semester 2 Tahun 2024.



BAB III PENUTUP

Pengelolaan pengaduan masyarakat di Lingkungan Balai Besar Pengujian
Standar Instrumen Mekanisasi Mektan (BBPSI Mektan) dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan
publik, serta salah satu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di
Lingkungan Kementerian Pertanian.

Laporan ini akan disampaikan kepada Kepala BBPSI Mektan, sebagai
bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Arahan dan koreksi terhadap
pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat BBPSI Mektan sangat kami
harapkan.

Tangerang, Juli 2024

Ketua Tim Unit Pelaksana
Pengaduan Masyarakat BBPSI Mektan

Dr. Ir. Harsono, MP



Lampiran Evidence Evaluasi telah ditindak lanjuti:

Lampiran 1. Notulen Bimtek Pengujian Alsintan 23-24 Januari 2024
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